
31 

BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Kesejahteraan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu 

adalah berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah 

suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera.
35

 

Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang 

sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian itu kepada perasaan yang 

hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari 

ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai 

macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan 

barang, jasa, dan kesempatan.
36

 Pemerintah Republik Indonesia 

mendefenisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
37

 

Defenisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang 

menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik 

berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan sedangkan lawan dari 

kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya, 

kesejahteraan  menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi 

                                                             
35

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
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kebutuhan primer (primary needs), sekunder (secondary needs), dan 

kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan 

sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), 

informasi dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, HP, internet dan lain 

sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan. Katagori 

kebutuhan diatas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun 

bersifat materil.
38

 

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan 

ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap 

harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. 

Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama 

pada kebutuhan hidup makanan dan perumahan.
39

 

Terwujudnya kesejahteraan merupakan impian masyarakat di seluruh 

penjuru dunia. Persoalannya adalah apakah konsep yang sesungguhnya dari 

kesejahteraan dan bagaimana usaha untuk mewujudkannya. Hal ini 

melahirkan dua pertanyaan mendasar. Pertanyaannya mungkinkah 

kesejahteraan dapat direalisasikan hanya dengan memfokuskan perhatian pada 

pemenuhan kebutuhan material tiap individu ataukah dengan memenuhi 

kebutuhan spiritual (non materi) secara sekaligus? 
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Dalam ilmu ekonomi nonklasik, kebutuhan spiritual cenderung 

dikesampingkan sebab menurutnya, pertimbangan nilai tidak dapat 

dikuantifikasikan. Padahal dalam kenyataan, kemulian moral, kesejahteraan 

sosial ekonomi, kedamaian mentalitas, kebahagian dalam rumah tangga dan 

masyarakat, dan hilangnya kriminalitas adalah sama pentingnya dengan 

pemenuhan kebutuhan material dalam merealisasikan kesejahteraan.
40

 

 

B. Faktor-faktor kesejahteraan  

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, 

eksternal, dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang 

mempengaruhi kesejahteraan meliputi: 

a. Pendapatan 

b. Pendidikan 

c. Pekerjaan 

d. Jumlah anggota keluarga 

e. Umur  

f. Kepemilikan asset 

g. Tabungan 

Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah: 

a. Kemudahan akses financial pada lembaga keuangan 

b. Akses bantuan pemerintah 

c. Kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan 

d. Lokasi tempat tinggal 
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Unsur manajemen keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah: 

a. Perencanaan  

b. Pembagian tugas 

c. Pengontrolan kegiatan
41

 

 

C. Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam 

Islam mempunyai ajaran yang sangat peduli dengan kesejahteraan 

sosial-ekonomi. Konsep kesejahteraan dalam islam tidak dapat dikatakan 

semata-mata untuk kehidupan duniawi, di karenakan Allah SWT menyeru 

umat Islam agar mampu menguasai alam serta mengolah sumber daya yang 

diberikan-Nya untuk memakmurkan umat manusia. Islam memperingatkan 

dengan keras agar umat Islam tidak terlalu rakus dengan penguasaan materi 

dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan seseorang, apalagi 

melupakan sisi spiritual diri manusia. Islam lebih menekankan pada orientasi 

spiritual dalam usaha-usaha material dan menciptakan keselarasan antara 

dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok, dengan demikian Islam 

sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, 

sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak 

kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Terpenuhinya kebutuhan pokok 

manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia 

sebagai upaya peningkatan spiritual. 

Segi kandungan dalam kesejahteraan, terlihat bahwa seluruh aspek 

ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan. Hubungan 
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dengan Allah SWT misalnya harus diiringi dengan hubungan sesama manusia 

(habl min Allah wa habl min an-nas). Demikian pula anjuran beriman selalu 

diiringi dengan melakukan amal saleh yang didalamnya termasuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok 

(Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, 

zakat dan haji bagi yang mampu sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. 

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan 

yang di lakukan sejak Nabi Adam As sebagai pakar. Sebagaimana 

dikemukakan H. M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur’an 

menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang di dambakan Al-Qur’an 

tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka 

turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. 

Kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan 

seoarang muslim, kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia 

tidak tunduk kepada apapun kecuali kepada Allah SWT. Terdapat dalam 

firman Allah SWT QS. Ar-Ra’du : 36 dan QS. Al-Lukman : 32, yang 

berbunyi: 

                           

                               

    

Artinya : “Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka 

bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di 

antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, 

ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah  Sesungguhnya 

aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak 
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mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku 

seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali". 

 

Penjelasan ayat diatas adalah bahwa orang-orang yang beriman 

merasakan kebahagian dengan diturunkannya kitab Allah SWT dan hanya 

kepada Allah SWT manusia menyembah dan tidak ada yang lain selain Allah 

yang patut disembah dan semua manusia akan kembali kepada-Nya.  

Kesejahteraan yang digambarkan oleh Al-Qur’an yaitu yang tercermin 

di surga yang dihuni Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun ke bumi. 

Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-

bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di 

akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah 

masyarakat yang berkesejahteraan.
42

  

Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman Allah 

SWT yaitu QS. Thaha : 117-119, yang berbunyi : 

                           

                          

Artinya : “Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah 

musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah 

sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang 

menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan 

kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan 

Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) 

akan ditimpa panas matahari di dalamnya". 

 

   Ayat ini menjelaskan bahwa pangan, sandang, dan papan yang 

 diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan oleh 
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 matahari semuanya telah terpenuhi disana. Sedangkan kebalikan darinya 

 adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu 

 tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, 

 serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.
43

 Terpenuhinya kebutuhan 

 ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial. 

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal 

pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat 

rohani. Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap 

individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk 

keluarga dan masyarakat di negeri yang sejahtera. Mengingat luasnya defenisi 

kesejahteraan dan banyaknaya ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan maka 

bahasan kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi.
44

 Demikian 

pula ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait secara langsung dengan konsep 

kesejahteraan dibatasi pada usaha/bekerja yang tercantum dalam firman Allah                      

SWT pada QS. At-Taubah : 105, yang berbunyi : 

                       

                       

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 
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ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan”. 

 

Ayat di atas memerintahkan umat manusia untuk selalu 

berusaha/bekerja dan tidak bermalas-malasan, agar umat manusia dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT akan membalas setiap perbuatan 

hambanya sesuai dengan yang dikerjakannya. 

Itulah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur’an. 

Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan yang pada 

kenyataannya dapat menyempitkan atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, 

masyarakat, serta perkembangan zaman. Ajaran Islam menyatakan bahwa 

kesejahteraan dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuh 

suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri 

pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.
45

 Tauladan 

manusia Nabi Muhammad SWT, melalui kepribadian beliau yang sangat 

mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbangan seperti 

Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Fatimah Az-Zahra, dan lain-

lain. 

Ajaran Islam juga menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain 

atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat 

menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila 

seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang 

datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan kemiskinannya, Nabi 
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Muhammad SAW tidak memberinya uang tetapi kapak agar digunakan untuk 

mengambil dan mengumpulkan kayu. Ajaran Islam tentang kesejahteraan ini 

termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan 

bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain. 

Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh 

masyarakat miskin yang dikarenakan minimnya jumlah pendapatan mereka 

yang harus membelanjakan pendapatannya itu untuk kebutuhan hidup 

makanan dan perumahan. Islam sangat respek dengan tema-tema tentang 

kesejahteraan sosial-ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur 

distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan para konglomerat. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyir : 7, yang berbunyi : 

                           

                             

                            

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada  

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim,orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam  perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara orang orang Kaya saja di 

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya  bagimu,Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya”. 

 

Ayat di atas dijelaskan bahwa harta didefenisikan sebagai benda yang 

tidak harus dimiliki oleh orang yang kaya saja tetapi harta juga harus 

dibagikan dengan orang-orang yang tidak mampu karena itulah tujuan umat 
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manusia untuk selalu bertawakal kepada Allah dan takut akan hukuman Allah 

SWT. 

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama 

pentingnya dengan kesejahteraan manusia upaya peningkatan spiritual. 

Menurut A. M Saefuddin, Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk 

meratakan kesejahteraan ekonomi manusia. Pertama, agar dalam hidup 

manusia saling kenal-mengenal dan bantu-membantu. Kedua, bahwa seorang 

mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, dan selayaknya dapat 

merasakan penderitaan saudara yang lain. Ketiga, umat Islam diwajibkan 

memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang ada dalam 

kesulitan. Keempat, Islam selalu mendorong umatnya untuk selalu beramal 

dan bersedekah.  

Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak 

sebagai manusia. Hidup secara tercukupi baik kebutuhan papan, sandang, serta 

pangannya, demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. 

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. 

Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara’ (maqasid al-

shari’ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagian dan kedamaian batin 

melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh 

umat di dunia dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. 

Mencapai tujuan syara’ agar dapat terealisasinya kemaslahatan, al-Ghazali 

menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
46
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1. Agama (din), merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan dan hukum 

yang telah disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia, 

manusia dengan Allah SWT, hubungan antara manusia dengan manusia. 

2. Jiwa (al-nafs), Islam mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan 

lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi 

dan menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang 

menjadi kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat 

tinggal, qishas, diyat, dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan 

membahayakan jiwa. 

3. Akal (al-aql), melindungan akal dengan larangan mengkonsumsi narkoba 

atau segala hal yang memabukkan dan memberi sanksi bagi yang 

mengkonsumsinya. 

4. Keturunan (nasl), berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang menuduh 

zina. 

5. Harta (mal), mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan 

mengusahakannya, seperti kewajiban mendapatkan rizki dan anjuran 

bermuamalat, beniaga. Islam juga member perlindungan kekayaan dengan 

larangan mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta orang lain dengan 

cara tidak benar, merusak harta orang lain dan memakan riba. Kelima pilar 

asasi ini menjadi apresiasi, advokasi dan proteksi Islam dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan.
47
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42 

D.  Pengertian Harga 

Harga (price) adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk 

memperoleh produk yang diinginkan. Dalam pengertian luas harga adalah 

sejumlah pengorbanan yang diperlukan untuk mendapat suatu produk.
48

 Harga 

merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen 

untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang 

beserta pelayanan dari suatu produk.
49

 

Harga adalah hal yang penting, karena harga menentukan nilai 

pendapatan yang diterima. Harga harus ditentukan dengan benar dalam arti 

tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.
50

 

Ada dua peranan harga dalam proses pengambilan keputusan para 

pembeli yaitu, peranan alokasi dan informasi. 

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara untuk memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian 

adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli 

membandingkan harga dari berbagai alternative yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.  

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kwalitas. Hal ini 
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terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan 

untuk menilai faktor-faktor produk atau memanfaatkannya secara objektif. 

Presepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi.
51

 

Harga menjadi ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan 

dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah 

barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga barang 

tersebut akan tinggi, sebaliknya bila barang yang diinginkan konsumen adalah 

barang dengan kualitas biasa-biasa saja maka tidak terlalu mahal. 

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai 

konsekuensi dan dampak berjangkau jauh, tindakan penentuan harga yang 

melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. 

Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan 

nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha 

melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentu harga yang tidak 

diinginkan oleh para pembeli (masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi 

penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu 

bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah 

pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.
52
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E. Macam-Macam Penetapan Harga 

Penetapan harga di pasar barang, yaitu: 

a. Penetapan harga di pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek 

b. Penetapan harga dalam pasar persaingan sempurna untuk jangka panjang 

c. Penetapan harga dalam pasar monopoli 

d. Penetapan harga dalam pasar oligopoli
53

 

Penetapan harga di pasar faktor produksi, yaitu: 

a. Penetapan harga di pasar faktor produksi dengan persaingan sempurna 

b. Penetapan harga di pasar faktor produksi yang bersaing sempurna
54

 

 

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga 

Harga harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan peranannya 

dalam mendukung bauran pemasaran secara keseluruhan. Secara rinci faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga adalah : 

a. Laba yang diinginkan  

Dalam kaitannya dengan jumlah laba penetapan harga harus  

mempertimbangkan kecukupan pengembalian modal, kebutuhan akan laba 

untuk membayar deviden, dan kebutuhan laba untk ekspansi dari hasil 

penjualan tersebut, serta trend penjualan yang  diinginkan. 

b. Faktor produk 

Faktor ini mencakup realistisnya volume penjualan yang 

direncanakan, diskriminasi harga, ketersediaan kapasitas menganggur, 

                                                             
53

 Walter Nicholson, Mikroekonomi Intermediate dan Penerapannya, Penerjemah: Danny 

Hutabarat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), Cet Ke-4, h. 299-359. 
54

 Ibid, h. 421-443 



 

 
45 

kelayakan untuk mengenakan tingkat harga yang diinginkan, kaitan harga 

dengan daur hidup produk. 

c. Faktor biaya 

Tingkat biaya tetap dan biaya variabel, efektivitaas penggunaan 

modal, pembebanan biaya bersama pada tiap jenis  produk. 

d. Faktor dari luar perusahaan 

Termasuk faktor luar perusahaan yang harus dipertimbangkan 

adalah elastisitas permintaan, target pasar, tingkat persaingan dan 

heterogenitas produk. Bagi produk- produk tertentu, faktor non-ekonomi 

seperti perundang-undangan  yang relevan juga perlu dipertimbangkan 

sebagai faktor eksternal  dalam penetapan harga.
55

 

 

G. Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam 

Islam menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan 

harga.
56

 Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu 

barang, yaitu ats-tsaman (patokan harga suatu barang) dan ats-si’r (harga 

berlaku secara aktual di pasar). Ats-tsaman mencari keuntungan dalam bisnis 

pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan 

syara’. Dalam Al-Qur’an dan hadist tidak ditemukan berapa persen 

keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. 
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Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung 

unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka 

hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal 

bahkan beberapa kali lipat. 

Standar alat tukar sangat penting utuk menentukan suatu harga yang 

setara dalam jual beli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan 

alat tukar yang diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima 

ijab qobul yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan 

harga dalam jual beli.  

Sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Annisa’ : 29-30, yang 

berbunyi : 

                          

                              

                           

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat 

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak 

akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah 

mudah bagi Allah”. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta 

seseorang tanpa ada izin dari si pemilik harta kecuali dengan 

perniagaan/berdagang, dan keharusan untuk berlaku adil dalam setiap 

melakukan transaksi, salah satu transaksi dalam perniagaan/berdagang adalah 
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jual beli yang berkaitan dengan harga. Harga adalah instrumen penting dalam 

jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan 

mekanisme pasar serta aturan yang berlaku pada saat itu maka akan terjadi 

keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapakn dengan cara bathil yang 

dimasuki unsur-unsur politik, keinginan  mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga. 

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku 

ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai 

tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa 

disebut dengan uang. Ulam fiqh mengartikan harga (al-thaman) adalah harga 

pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan 

harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Harga yang terjadi atau berlaku antara pedagang 

2. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang 

dijual di pasaran. 

Al-thaman atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang 

dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk Al-thaman 

yang antara lain: 

1. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang 

ditentukan pada waktu akad. 

2. Harga biasa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu 

dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kartu 

kredit maka waktu pembayarannya harus jelas. 
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3. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter (al-

muqayyadah), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu 

bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari’at atau hukum.
57

 

Menurut mazhab Hanafi, Syafi’I, Zaid bin Ali dan mayoritas ahli fiqh 

lainnya berpendapat bahwa jika pembayaran dalam suatu transaksi jual beli itu 

terdapat penangguhan maka boleh seorang penjual itu menambahkan harga 

karena itu sebagai ganti dari penangguhannya. Dan jual beli seperti ini 

dibolehkan dengan alasan karena penangguhan adalah bagian dari suatu 

harga.
58

 

Ta’sir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak 

dibolehkan syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan 

ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap 

sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para 

pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang 

telah disepakati bersama. Dapat dilihat bagaimana sikap Rasulullah SAW 

terhadap masalah ini tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh sahabatnya untuk 

meminta penetapan harga yang tetap (Tabi’at). Rasulullah SAW menyatakan 

penolakannya. Beliau bersabda: 

 ٍْ ت، عَ ًَ ٍُ سَهَ ادُبْ ًَّ ثَُاَحَ ُْهاَلٍ، حَدَّ ٍُ يِ اجُ بْ ثَُاَانْحَجَّ ارٍ، حَدَّ ٍُ بشََّ دُبْ ًَّ ثَُآَيُحَ حَدَّ

 ِ عْرُ عَمَ عَهْدِرَسُىلِ اللََّّ ٍْ أََسٍَ، قاَلَ: غَلأَ انسِّ يْدٌ، عَ ًَ قتَاَدَةوََثاَبتٌِ وَحُ

رُ نَُاَ، فَ  ِ! سَعِّ رُ، ص. و. فقَاَ نىُا:ياَرَسُىلَ اللََّّ سَعِّ ًُ َ هىَُانْ ٌَّ اللََّّ قاَلَ:إِ

                                                             
57

 Abdul Aziz Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2000), h. 830. 
58

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 12, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), h. 104. 



 

 
49 

ُْكُىْ  ٌْ أنَْقىَ رَبِّي وَنيَْسَ أحََدٌيِ اقُ، وَإَِِّي لأرَْجُىأَ زَّ انْقاَبضُِ، انْباَسِطُ، انرَّ

تٍ فيِ دَوٍ وَلاَ يَالٍ.  ًَ ظْهِ ًَ  يطَْهبُُُيِ بِ
 

Artinya : “Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin 

Minhal menceritakan kepada kami , Hammad bin Salamah 

menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari 

Anas ra, ia berkata, “pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-

bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah 

SAW, “ Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang Untuk kami”. 

Rasulullah SAW menjawab, “Sesungguhnya hanya Allah yang 

berhak menetapkan harga, Maha menyempitkan, Maha 

melapangkan, dan Maha pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika 

aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorangpun dari kalian 

yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang 

menyangkut darah maupun harta”.
 59

 

 

Hadist tersebut mengandung pengertian mengenai keharaman 

penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi penyewaan atau perburuhan) 

walau dalam keadaan harga-harga naik, karena jika harga ditentukan murah 

akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak 

pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta 

pada hadist tersebut di atas hanya merupakan kiasan. 

Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang 

bertransaksi maka kepada merekalah fluktuasinya. Karenanya imam atau 

pengusaha  tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan 

keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Rasulullah SAW bersabda: 
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Artinya  : “Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun-naik) itu 

adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa 

dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang 

yang bisa dituntut dari saya (HR. Abu Dawud).
60

 

 

Dalam penetapan harga dalam Islam memberikan kebebasan pasar, dan 

menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan 

fungsi selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh 

melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal 

dengan menjual lebih sedikit barangnya untuk harga yang lebih tinggi. Dalam 

hal praktek tidak terpuji tersebut maka Islam yang sifatnya rahmatan lil 

alamin mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan 

kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (price 

fixing). Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, 

maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, 

bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintahan 

meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.
61

  

Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis. Tetapi tidak boleh 

melakukan ikthikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal 

dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber 

dari hadist dari Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Said bin Al-Musyyab dari 
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Ma’mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda “tidaklah orang 

melakukan ikhtikar itu berdosa”  Islam menghargai hak penjual dan pembeli 

untuk menetukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam 

memperbolehkan bukan mewajibkan, pemerintah melakukan intervensi harga, 

bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan 

penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain : 

a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi 

penjual dalam hal tambahan keuntungan (Profit Margin) sekaligus 

melindungi pembeli dari penurunan daya beli. 

b. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak 

dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara ikhtikar 

atau ghaban faa hisy. Oleh karenanya pemerintahan dituntut produktif 

dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen 

terhadap konsumen. 

c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual 

mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga 

harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut. 

Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga 

mengindikasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat 

bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab 

jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, 

mereka tak akan mau membawa barang dagangannya diluar harga yang 

diinginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan 
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menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan 

meminta barang-barang dagangannya diluar dan membuatkan permintaan 

mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat dan kedua pihak 

menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang 

dagangan mereka dan para pembeli memderita karena kiinginan mereka tidak 

bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.
62

 

Menurut Ibnu Taimiyah suatu harga juga dipengaruhi oleh tingkat 

kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila 

seseorang dipercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka 

penjual akan senang melakukan tansaksi dengan orang tersebut. Tapi bila 

kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual 

akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung 

memasang harga tinggi. Argumen Ibnu Taimiyyah, bukan hanya menunjukkan 

kesadarannya mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga 

perhatiannaya terhadap ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam tarnsaksi 

ekonomi, dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang hidup di zaman Ibnu 

Taimiyah, tetapi juga pada masa kini. 

Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen 

ataupun konsumen. Konsumen Islam tidak dianjurkan untuk melakukan suatu 

kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup 

sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya. 
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Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk 

melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku 

di pasar pada saat itu (mithil). Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak 

dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum 

di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (mustarsil) dan harus 

menjualnya pada tingkat harga yang umum (al-qimah al-mu’tadah). Jika 

seoarang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia 

memiliki hak untuk memperbaiki tarnsaksinya. Seseorang tahu, bahwa 

diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya 

memasuki pasar. Pendapat Ibnu Taimiyah ini merujuk pada sabda Rasulullah 

SAW,  “menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar tidak 

tahu adalah riba”.
63

 

Dalam salah satu bagian bukunya Fatawa, Ibnu Taimiyah mencatat 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya 

terhadap harga.
64

 

1. Keinginan masyarakat (al-raghbah) atas suatu jenis barang berbeda-beda. 

Keadaan ini sesuai dengan banyak dan sedikitnya barang yang diminta 

(Al-Matlub) masyarakat tersebut. Suatu barang sangat diinginkan jika 

persediaannya sangat sedikit dari pada jika kesediaannya berlimpah. 

2. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta (Tullab). 

Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, harga 

akan naik dan terjadi sebaliknya, jika jumlah permintaannya menurun.
65
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H. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga 

Harga merupakan cerminan dari interaksi antara penawaran dan 

permintaan yang bersumber dari sektor rumah tangga (sebagai sektor 

konsumsi) dan sektor industri (sebagai sektor produksi). Sebagai cerminan 

kekuatan-kekuatan pasar, pemerintah tidak selalu dapat mengendalikan 

mekanisme pembentukan harga kepada kekuatan pasar atas suatu komoditi 

tertentu. Dalam pasar persaingan sempurna, mekanisme harga memang 

merupakan jalan keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah 

perekonomian, tetapi seperti diketahui bahwa struktur pasar yang benar-benar 

sempurna pada kenyataannya tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, agar 

tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, campur tangan 

pemerintah dalam penentuan harga, terutama untuk komoditi-komoditi yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak sangat diperlukan.
66

 

Tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah adalah : 

a. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud 

dan eksploitas dapat dihindarkan 

b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan 

yang teratur dan stabil 

c. Menguasai kegiatan-kegiatan perusahaan  

d. Menyediakan barang publik (public goods) untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 
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e. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan 

masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. 

Peran pemerintah dalam penetapan harga dapat dilakukan dengan cara, 

yaitu : 

a. Kontrol harga 

Tujuan kontrol  harga adalah melindungi konsumen atau produsen. 

1. Harga dasar (floor price) 

Harga dasar adalah tingkat harga minimum yang diberlakukan, 

yang merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada 

suatu produk melalui ketentuan pemerintah atau kesepakatan bersama. 

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh 

pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk 

produk dasar pertanian. 

Kebijakan harga dasar dapat biasa digunakan pada saat 

ditemukan kapasitas produksi di pasar terlalu sedikit sehingga 

kuantitas barang beredar di pasar lebih rendah dari permintaan pasar, 

hal ini dikarenakan terlalu rendahnya harga jual yang ada di pasar, 

sehingga selisih harga produksi dengan harga jual pasar terlalu kecil. 

Hal ini menyebabkan produsen takut untuk memperbanyak kapasitas 

produksi dikarenakan harga jual yang rendah dan supplier cenderung 

menyimpan barang mereka menunggu harga pasar pulih kembali. Oleh 

karena itu dalam situasi seperti ini pemerintah biasanya menetapkan 

harga dasar. Harga dasar yang ditetapkan akan berada di atas harga 

equilibrium pasar. Konsumen akan diberatkan pada naiknya harga 

suatu produk yang dikenakan harga dasar tersebut sehingga mereka 
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harus membayar lebih mahal. Sebaliknya, dari sisi produsen atau pun 

supplier, mereka akan mendapatkan jaminan atas harga yang lebih 

tinggi dari sebelumnya, sehingga ada keamanan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi. 

Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu 

rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak 

yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga 

yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah 

ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang 

membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan 

Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar.  

2. Harga tertinggi (ceiling price) 

Harga tertinggi merupakan perubahan tertinggi yang 

diperbolehkan terhadap suatu harga barang yang telah ditetapkan 

dalam suatu kontrak dalam suatu masa perdagangan sesuai dengan 

aturan perdagangan yang ada. Harga pasar yang terkena harga 

maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga di atas harga 

maksimum yang telah ditetapkan. 

Kebijakan harga maksimum biasanya diberlakukan pada saat 

harga pasar yang ada tidak mengalami kenaikan yang cenderung 

berarti dalam kurun waktu yang singkat sedangkan suatu permintaan 

pasar terhadap produk meningkat. hal ini akan memicu produsen atau 

supplier untuk menaikkan harga. Dalam situasi seperti ini kebijakan 

harga maksimum perlu diberlakukan untuk menjaga stabilitas harga 
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pasar supaya kenaikan harga yang ditetapkan oleh produsen tidak 

terlalu tinggi dan tidak membebani produsen.  

Harga tertinggi adalah batas maksimum harga penjualan oleh 

produsen. Di Indonesia yang paling terkenal misalnya penetapan harga 

patokan setempat (HPSo untuk semen). Tujuan penetapan harga 

tertinggi umumnya adalah agar harga pokok dapat terjangkau oleh 

konsumen yang daya belinya kurang. Penjual tidak diperbolehkan 

menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan 

harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, 

harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, 

tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan 

harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong 

terjadinya pasar gelap. 

3. Kuota (pembatasan produksi) 

Selain dengan pembelian, pemerintah mempengaruhi tingkat 

harga dengan melakukan kebijaksanaan kuota (pembatasan produksi). 

Contohnya, pemerintahan ingin menolong petani jagung dengan cara 

membatasi jumlah produksi (kuota) untuk meningkatkan harga. 

b. Pajak dan subsidi 

1. Pajak  

Pajak dibutuhkan sebagai sumber penerimaan Negara untuk 

membiayai fungsi-fungsinya, khususnya redistribusi pendapatan dan 

sebagai alat stabilitasi ekonomi. Hanya saja keputusan penentuan pajak 
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harus mempertimbangkan elastisitas permintaan dan penawaran. Jika 

tidak, tujuan-tujuan yang ditargetkan tidak tercapai. 

2. Subsidi 

Subsidi dapat dipandang sebagai pajak negative (negative tax), 

karena subsidi menambah pendapatan nyata. Sebagaimana halnya 

pajak, manfaat pemberian subsidi terbagi-bagi antara produsen dan 

konsumen, tergantung elasitisitas permintaan dan penawaran. 

3. Tarif dan Kuota 

Dalam sistem perekonomian yang terbuka, maka harga barang 

yang berlaku adalah harga internasional. Yang menjadi persoalan 

adalah bila harga domestik lebih tinggi dari pada harga dunia. Sebab 

dengan mekanisme pasar bebas, terpaksa dilakukan impor untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walaupun dari sudut konsumen 

hal ini menguntungkan, tetapi demi melindungi industri dalam negeri, 

pemerintah menempuh kebijakan protektif dengan memberlakukan 

tarif (pajak impor) dan kuota impor (pembatasan jumlah impor). 

 

 

 

 

 

 

 


